nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

TINJAUAN HUKUM ATAS WANPRESTASI DEBITUR DALAM
PERJANJIAN KREDIT PADA PT. BANK YUDHA BAKTI
PUTUSAN PERKARA NOMOR 19/PDT.G/2015/PN PBR

‘\\\\\\\\\\\“0‘

N

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019



un ueeyeisndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJ9AI

NEr}y Wejsj sej

UNIVERSITAS ISLAM RIAU é VKAN
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI “ A “ BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217 /SK/ BAN PT/ Ak - XVI/S/X/20 13

Saya, yang berta

Nama

NPM

Fakultas
Tempat/Tangga
Program Studi
Alamat
Judul Skripsi

Pekanbaru, 19 Maret 2019
-+ Yang Menyatakan,

.ERIANITA NAINGGOLAN

Komite Akreditast Nasional




neny wesy sejsIdAm ) ueeyeisndiag

Rt A ]
N

e
/g
*
]

,«.

L
AgH

ek
)
R

¥
Y,

i‘

hss

"1
5

5
)

Y,

0
2l
0

Ol
oA
¥,

R
e

2 )v‘)l
g

\(52 );'lf i
R
Q!
3 ¥

IS IRIR ISR

e
I*h*?“ﬁyi'
AT

v

AL

S

SEI1SC
el AL

oo

D it

6T0Z/HINHA"NdN /(19PN ) / (SLC

)§5

3
. N5 S I/ N
T T o

AR
Bl

ek 139

R AR

\
3
el
<,
rraand

Ul
%

AR
0%
s

B,

ol
D
Crper s ha>

“»

4
)
&

K5y

%
ift (X

£
<
€4

PR PR UF AR

g
)
e

o
¥ .ég

N RN L



-
=]
H
ey
=
-
n o
xS
& =
ga
L]
—|
==
=—.
(==
< =
e =
7 =
- >
o -
T
=
& Z
—
E:
ﬂ-
I

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksan: Skripsi Terhadap :
Nama
NP
" PRRRSTAS 1SLAn o0
A\) [/
Judul 2 n H i D erjanjian
t Nomor
Pembi ‘_'_- 0, Eqﬂ
= LN =
Pembim! 1 'via S. ol
WA ==
Tang, S i \) T
. embimbing
EKANBAR I
EE-—)
8 Februari Iis X
2019 -
Perbaiki :
12 Februari 1. Daftar isi X
2019 2. Abstrak




Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



neny wesy Se)sidAm() ueeye)sndidg

DI disay yepepe pup udwnyo(q

Perbaiki :
1. Latar Belakang Masalah




nery we[sy sejsIdAmu ) ueeyeisndiag

UNIVERSITAS ISLAM RIAU 6 VKAN
FAKULTAS HUKUM

Alamat : JI. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI “ A “ BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217 /SK/ BAN PT/ Ak - XVI/ S/X/20 13

DI disay yepepe fup udwnyo(q




PRI

I amnyoq]

u

A disay yepepe

nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 011/Kpts/FH/2019

TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu
ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa
tersebut.

2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II

yang tetapkan dalam surat keputusan ini
dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pen i

Mengingat

Menetapkan

ESTASI DEBITUR DALAM
BANK YUDHA BAKTI
PDT. G/2015/FN PBR)

kepada SK. Rektor Nomor :
siswa fakultas di lingkungan

ketentuan yang berlaku di

: Pekanbaru
: 31 Januari 2019

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru

2. Yth. Sdr. Ka. Depertemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru




1 vdwnyo(]

AP disay yepepe

nery wejsy seysaAmu) ueeyeisnding

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKU! IVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 011/Kpts/FH/2019

TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu

ditunjuk pembimbing I dan Il yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa
tersebut.

¢ tetapkan dalam surat keputusan ini

Mengingat

Menetapkan

STASI DEBITUR DALAM
BANK YUDHA BAKTI
DT. G/2015/PN FBR)

2 3-:" kepada SK. Rektor Nomor

iswa fakultas di lingkungan
3 ketentuan yang berlaku di
4

: Pekanbaru
: 31 Januari 2019

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru

2. Yth. Sdr. Ka. Depertemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru




1 wdwnyo(]

AP disay yepepe

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

NOMOR: 073/ KPTS / FH-UIR / 2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang: 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim
penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai
penguji.

Mengingat : 1.  Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003
pmor : 14 Tahun 2005

c. Nomor :

Menetapkan: 1.

ﬁ Wanprestasi Debitur
redit Pada Pt. Bank Yudha
% Perkara Nomor

nguji materi skripsi
ap penguji sistimatika

etapkan

Dekan, (<

NPK.080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru

2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

UNIVERSITAS ISLAM RIAU ‘gﬁéﬁ
FAKULTAS HUKUM | roarr

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834,721 27
Website : lawuirac.id - e-mail : law@utrac id

BERAKREDITASI “ A “ BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

Debitur Dalam
i (Putusan

4. Lidia Febrianti, S.H.,, M.H

anbaru, 5 April 2019
an FakQJtas Hukum UIR




ABSTRAK

Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai
melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian.
Seperti contohnya debitur yang melakukan perbuatan.wanprestasi pada PT. Bank
Yudha Bakti dalam putusan perkara Nomor 19/PDT.G/2015/PN PBR, dimana debitur
tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman kredit yang
diberikan kreditur. Debitur hanya memenuhi kewajibannya selama 7 bulan saja.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana posisi kasus pada
putusan perkara Nomor 19/RPDT.G/2015/PN ,PBR dan bagaimana pertimbangan
hakim dalam memutuskan perkara terkait wanprestasi debitur dalam perjanjian kredit
pada PT. Bank Yudha Bakti Putusan perkara Nomor 19/PDT.G/2015/PN PBR.

Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui posisi kasus dan
pertimbangan hakim terkait perkara wanprestasi debitur dalam perjanjian kredit pada
PT. Bank Yudha Bakti dan penelitian ini diharapkan berguna untuk perkembangan
ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompeten di
bidang hukum pada umumnya. Penelitian ini jika dilihat dari jenis penelitiannya
tergolong sebagai penelitian hukum yang bersifat normatif yaitu penelitian untuk
mengkaji dan mendalami serta mencari jawaban tentang apa yang seharusnya
dari setiap permasalahan yang diteliti, yang terdirt dari 3 (tiga) bahan hukum,
yaitu bahan hukum primer, sekunder dan. tersier. Sedangkan jika dilihat dari
sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan
dalam bentuk kalimat yang jelas dan rinci tentang permasalahan dalam Putusan
Perkara Nomor19/PDT.G/2015/PN PBR.

Berdasarkan Hasil Penelitian' danPembahasan dapat penulis simpulkan
bahwa posisi kasus perkara Nomor 19/PDT.G/2015/PN PBR adalah debitur telah
melakukan perbuatan wanprestasi yaitu tidak melaksanakan kewajibannya membayar
angsuran pinjaman kredit pada PT. Bank Yudha Bakti. Dan jaminan/agunan kredit
debitur berupa Tanah SHM Nomor 10676 atas nama Desi Ahmad Yani (istri debitur)
ternyata belum dipasang/terikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan, sehingga kreditur
tidak dapat melaksanakan eksekusi lelang jaminan melalui Badan lelang (KPKNL),
dan proses jual beli secara normal juga tidak.dapat dilakukan karena debitur (pemilik
jaminan) sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya. Sedangkan
pertimbangan Hakim dalam perkara ini adalah gugatan penggugat telah dikabulkan
tetapi menolak untuk sebahagian, yaitu yang pokoknya meminta agar diberikan kuasa
kepada penggugat untuk melaksanakan prosedur Sertifikat Hak Tanggungan dan
memperoleh Sertifikat Hak Tanggungan pada KPKNL.

Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Jaminan, Lelang, Wanprestasi
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BAB |

PENDAHULUAN

dilengkapi dengan jaminan kebendas pesoko, 2013, p. 3)

M. Bahsan berpendapat bahwa “jaminan adalah segala sesuatu yang diterima
kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam
masyarakat. Pada dasarnya, jaminan yang diserahkan kepada kreditur adalah jaminan

materiil dan jaminan imateriil. (Bahsan, Penilaian Jaminan Kredit Perbankan



Indonesia, 2002, p. 22) Jaminan materiil merupakan jaminan berupa hak-hak
kebendaan, seperti jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Jaminan
imateriil merupakan jaminan perorangan, jaminan yang diterima bank dapat berupa
hak atas tanah maupun hak atas_barang. Fungsi utama dari jaminan ialah untuk
meyakinkan bank atau kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk
melunasi kredit yang diberikan: Kepadanyassesuai dengan perjanjian yang telah
disepakati bersama.

Jaminan terdiri atas jaminan perorangan (personal guaranty), yaitu jaminan
pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari
debitur. (Bahsan, Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, 2002, p. 73) serta
jaminan kebendaan yaitu jaminan yang mempunyai hubungan langsung dengan benda
tertentu, selalu mengikuti benda tersebut kemanapun benda tersebut beralih atau
dialihkan, dan dapat dipertahankan siapapun. (Fuady, 2014, p. 56)

Pembebanan atau pengikatan jaminan Kredit didasarkan pada objek bendanya,
jika yang dijadikan jaminan berupa benda bergerak, maka pembebanan atau
pengikatannya dilakukan dengan menggunakan gadai, fidusia dan cessie, sedangkan
jika yang dijadikan jaminan berupa tanah,.maka pembebanan atau pengikatannya
dengan menggunakan Hak Tanggungan atas Tanah. (Usman, 2001, p. 289)

Istilah Hak Tanggungan sebagai hak jaminan, dilahirkan oleh Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
(Sjahdeini, 1999, p. 4) yang sebelumnya belum dikenal sama sekali, baik dalam

Hukum Adat maupun dalam KUH Perdata, Hak Tanggungan atas tanah merupakan
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bagian dari reformasi di bidang agraria seperti yang ketentuan-ketentuan pokoknya
diatur dalam UUPA, dimana dalam Pasal 51 disebutkan bahwa Hak Tanggungan

dapat dibebankan kepada hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan, diatur

ersebut maka kemudian

bagi kreditur untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dijadikan agunan, tetapi
bukan untuk dikuasai secara fisik dan digunakan, melainkan untuk menjualnya jika
debitur cedera janji/wanprestasi dan mengambil dari hasilnya seluruhnya atau

sebagian sebagai pembayaran pelunasan hutang debitur kepadanya. (HS, 2016, p. 97)
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Dalam pemberian kredit walaupun telah meneliti semua hal terhadap watak,
kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur atau yang dikenal dengan

sebutan the five of credit analysis dengan seksama namun tidak bisa terlepas dari

1lis tertarik untuk
judul “Tinjauan

Pada PT. Bank

2. Bagaimana Pertimbangan Hakim terkait dengan Putusan Perkara Nomor

19/PDT.G/2015/PN PBR ?
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C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis mengemukakan tujuan

penelitian adalah :

a) Untuk Perkara Nomor

debitur dalam

m ﬁ Perkara Nomor

;)
ARG

jauan hukum atas

na bagi mahasiswa-

iau khususnya dan

Hasil penelitian ini d dapat berguna untuk perkembangan ilmu
pengetahuan dan sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompeten
dibidang hukum pada umumnya dan dibidang hukum perdata pada khususnya,

terutama bagi yang berhubungan dengan wanprestasi dalam perjanjian kredit.



E. Tinjauan Pustaka

Pada putusan perkara Nomor 19/PDT.G/2015/PN PBR permasalahan
yang terjadi adalah wanprestasi yang dilakukan pihak debitur, bahwa pada
tanggal 22" Maret 2010 antara kreditur dan  debitur telah membuat dan
menandatangani  Surat  Persetujuan  Kredit = Nomor  370/BYB-
PKU/SPK/111/2010, denganijaminan berupa tanah dan bangunan beserta apa
yang ada dan atau akan ada diatasnya seluas 223 M2, kemudian fasilitas kredit
yang diberikan kreditur kepada debitur dituangkan dalam Akta Perjanjian
Kredit Nomor 114 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris dan
PPAT (pejabat pembuat akta tanah), berdasarkan Surat Persetujuan Kredit
tersebut,” debitur dan istrinya bersedia/menyetujui. .dan menandatangani
prosedur peningkatan SKGR tersebut menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama
Desi Ahmad Yani (isteri debitur) yang oleh kreditur segera melakukan proses
peningkatan SHM pada kantor Badan Pertanahan Nasional Pekanbaru dan
kemudian kreditur memberikan fasilitas kredit Personal Loan kepada debitur
dengan plafon kredit sebesar Rp. 200.000.000,- dengan angsuran perbulan
(pokok dan bunga) Rp. 5.024.442,- dengan jangka waktu kredit selama 60
bulan, yang akan berakhir pada tanggal 26 Maret 2015.

Namun selama proses kredit berlangsung debitur tidak melaksanakan
kewajibannya dengan baik, ia telah melalaikan kewajibannya untuk
membayar pinjaman angsuran kredit (pokok dan bunga) sebesar Rp

5.024.442,-bulan kepada kreditur yaitu PT. Bank Yudha Bakti, debitur hanya



memenuhi angsurannya selama 7 (tujuh) bulan saja, yaitu dari tanggal 26
April 2010 sampai dengan 26 Oktober 2010, sedangkan sampai pada posisi
pertanggal 20 November 2014, debitur telah menunggak selama 47 bulan
dengan outstanding (pokok+bunga+denda) sebesar Rp. 184.584.139,- (seratus
delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu seratus tiga
puluh sembilan rupiah)idan |proses . penyelesaian SHM yang telah
membutuhkan waktu yang cukup lama telah™ menyebabkan kerugian bagi
pihak kreditur oleh karena SHM Nomor 10676 atas nama Desi Ahmad Yani
(Isteri Tergugat) tersebut ternyata belum dipasang/terikat dengan Sertifikat
Hak Tanggungan, sehingga Penggugat sebagai Kreditur tidak dapat
melaksanakan eksekusi lelang jaminan melalui Badan Lelang (KPKNL),
selain itu proses jual beli secara normal juga tidak dapat dilakukan karena
Tergugat dan isteri «(pemilik jaminan) sampai saat ini tidak diketahui lagi
keberadaannya Kreditur telah beberapa kali mengirimkan surat panggilan dan
surat peringatan namun tidak pernah ditanggapi.

Di dalam suatu perjanjian dimungkinkan terjadinya wanprestasi yang
dilakukan debitur dalam. memenuhi.kewajibannya kepada kreditur apabila
debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikan, maka dapat dikatakan ia
melakukan perbuatan wanprestasi.

Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seorang tidak memenuhi atau lalai
melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam

perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. (Saliman, 2004, p. 15)
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Pasal 1338 Ayat (2) j.o Pasal 1340 KUH Perdata menyebutkan bahwa
perjanjian antara para pihak biasanya dituangkan dalam suatu perjanjian

tertulis (kontrak) dan kontrak yang dibuat merupakan suatu undang-undang

suatu yang wajib
perjanjian, apabila

ditentukan dalam

ekayaannya sebagai

rut ketentuan Pasal

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang
melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak para pihak
yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk
memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu

pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.
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Berdasarkan UU Perbankan, telah diatur sistem pemberian kredit
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa :

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah,

aj nan ‘ analisis yang mendalam
%m’“ .eo h debitur untuk

maksud sesuai

waktu yang telah disepakati antara keduanya. Dengan adanya perjanjian kredit
diharapkan para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut dapat memenuhi
segala kewajibannya dengan baik.

Perjanjian Kredit membebankan hak dan kewajiban bagi para pihak

berkaitan dengan peminjaman uang disertai dengan penjaminan suatu benda



dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat yang timbul dari dibuatnya

perjanjian kredit tersebut yang dilandaskan kepada kepercayaan dan

kesepakatan para pihak.

Biasanya sebelum melakukan perjanjian kredit pihak kreditur terlebih dahulu
meminta kepada debitur untuk menyediakan jaminan berupa sejumlah harta
kekayaan untuk kepentingan'peltunasan hutang, apabila setelah jangka waktu
yang telah diperjanjikan debitur tidak melunasi” kewajibannya. Jaminan dari
pihak debitur merupakan persyaratan mutlak yang bertujuan untuk memberikan
kepastian hukum yang secara tegas telah diatur dalam perjanjian kredit. Hal ini
disebabkan karena jaminan merupakan hal yang sangat penting bagi pihak bank
selaku kreditur untuk mengurangi resiko-resiko yang akan timbul dikemudian
hari sebagai akibat dari pemberian kredit tersebut.

Kegunaan dari jaminan kredit bagi kepentingan kreditur adalah benda jaminan
bukan untuk dimiliki kreditur karena perjanjian utang piutang bukan perjanjian
jual beli yang mengakibatkan perpindahan hak milik atas suatu benda. Benda
jaminan dipergunakan untuk melunasi utang dengan cara sebagaimana peraturan
perundang-undangan yang berlaku yaitu benda jaminan dijual secara lelang,
hasilnya untuk melunasi utang debitur dan apabila pada penjualan barang
jaminan tersebut masih ada sisa dapat dikembalikan kepada debitur. Dapat
penulis simpulkan bahwa fungsi dan kegunaan jaminan kredit tersebut adalah

sebagai jaminan pelunasan utang debitur apabila dalam jangka waktu yang sudah
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diperjanjikan debitur lalai/wanprestasi akan kewajibannya, bank selaku kreditur
mempunyai hak atas jaminan tersebut.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak

e serta mengambil

ang terbuka untuk

Y

kat atau menurun

tanea

Syarat-syarat pelelangan, adalah sebagai berikut :
1) Harus betul-betul ada orang yang dihimpun dan ada barang yang dijual.
2) Orang-orang yang dihimpun itu betul-betul ada kemampuan untuk

mengikatkan dirinya dalam jual beli tersebut.
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3) Si peminat tidak dapat di ketahui dan tidak dapat ditunjuk sebelumnya, baru

nanti setelah lelang diketahui.

Pada dasarnya objek hak tanggungan adalah hak-hak atas tanah, yang

biaya-biaya lainnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati antara kedua
belah pihak.
Jaminan, vyaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi

perutangannya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu

12



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima
debitur terhadap krediturnya. (Usman, 2008, p. 66)

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan cara

Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yang
berarti penelitian ini menggambarkan secara terperinci tentang permasalahan

yang ada di dalam perkara putusan Nomor 19/PDT.G/2015/PN PBR.
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2. Sumber Data
Data penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum

primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumen dan kepustakaan

primer dapat berupa : Pertama,
Peraturan Perundang-undangan antara lain UUD 1945, Ketetapan
MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan

Daerah. Kedua, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur,

Bupati/Walikota. Ketiga, Traktat, Konvensi, Treaty. Keempat,
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Keputusan Pengadilan atau Yurisprudensi. Kelima, bahan hukum
lainnya.

b. Bahan hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai

memberikan penjelasan

‘u\“ .’ a dapat berupa :

edua, Makalah

maupun data sekunder dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif,
selanjutnya disajikan secara deskriptif analitik yaitu dengan menjelaskan,
menguraikan dan menggambarkan permasalahan terkait penelitian yang dilakukan

oleh penulis.
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4. Metode Penarikan Kesimpulan
Penelitian ini dianalisis dengan cara menggambarkan keadaan yang

sebenarnya serta diinterpretasikan atau ditafsirkan dengan cara menghubungkan

u cara berfikir

khusus menjadi

AN

‘\\\\\\\

%
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BAB 11

TINJAUAN UMUM

tidak mengatur
engertian perjanjian
kredit.

Jengan dua istilah,
ah suatu peristiwa
ana dua orang saling

i, timbullah suatu

dalam Buku Il KUH Perdata. Dikatakan salah satu sumber hukum perikatan
karena sumber hukum perikatan bukan hanya perjanjian tetapi masih ada hukum
lainnya yaitu undang-undang, yurisprudensi, hukum tertulis dan tidak tertulis dan

ilmu pengetahuan hukum. Undang-undang yang juga sebagai sumber hukum

17



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

perikatan masih dibagi lagi menjadi dua yaitu undang-undang saja dan undang-
undang karena perbuatan manusia yang halal dan melawan hukum. Perjanjian

mempunyai kekuatan hukum tetap yang sama dengan perundang-undangan.

=N

o
o
o
W
LA

tidak mungkin ada.
b. Naturalia, yaitu bagian-bagian yang oleh undang-undang ditemukan

sebagai peraturan-peraturan yang bersifat mengatur.
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c. Accidentalia, yaitu bagian-bagian yang oleh para pihak ditambahkan

dalam perjanjian, dimana undang-undang tidak mengaturnya.

anjian itu ditujukan.
kan mengikat para
ua orang tanpa

san untuk membuat

dalam Pasal 1320 dan Pasal 1458 KUH Perdata. Asas konsesualisme dalam
perjanjian akan mengikat pihak-pihak apabila telah mencapai kata sepakat.
Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan

perjanjian.

19
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Dengan asas ini suatu perjanjian pada dasarnya sudah ada sejak
tercapainya kata sepakat diantara para pihak dalam perjanjian tersebut. Asas

konsesualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengandung

tuk n diri dan kemauan ini

“‘“%\“ .Dé‘ penuhi. Eggens
.‘ﬂ? suatu puncak

dalam perjanjian

memenuhi syarat

pacta sunt servanda menyatakan bahwa hakim atau pihak ketiga harus
menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana

layaknya undang-undang.

20
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d. Asas Itikad Baik
Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata menyatakan bahwa : “semua

perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad baik

itur harus melaksanakan

n kemauan dari

mnya tak seorang

meminta ditetapkannya

..i ‘ a“sehingga tidak boleh seseorang

melakukan perjanjia

Perjanjian dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang
mengikat apabila telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, yang telah
ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian yang memenuhi syarat yang ada

dalam undang-undang dan diakui oleh hukum, sebaliknya perjanjian yang

21
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tidak memenuhi syarat tidak diakui oleh hukum walaupun diakui oleh pihak-

pihak yang bersangkutan.

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian tertulis adalah agar memberikan
kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, dikala

timbul sengketa dikemudian hari.
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(2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
Kecakapan bertindak adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan

hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

perjanjian yang

apa yang menjadi

karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak
terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, dan apabila syarat ketiga
dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya

dari awal perjanjian itu dianggap tidak pernah ada.
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Principle of Utmost Good Faith sebagai Prinsip Itikad Baik Sempurna
atau Asas Kejujuran yang Sempurna (uberrimae fidei). Asas kejujuran ini pada

dasarnya merupakan asas bagi setiap perjanjian sehingga harus dipenuhi oleh para

Dalam Baha elanda 1 Vertrouwe m_E a Inggris Believe atau

mengembalikan jumlah pinjaman itu dibelakang hari. (Putra, 1989, p. 1)
Untuk mengetahui atau menentukan bahwa seseorang dipercaya untuk
memperoleh kredit, pada umumnya dunia perbankan menggunakan instrumen

analisa yang dikenal dengan the fives of credit atau 5 C yaitu : (Sutarno, 2014, p.

93)
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a. Character (watak)

Watak atau (character) adalah sifat dasar yang ada dalam hati

seseorang. Watak dapat berupa baik atau jelek. Watak merupakan bahan

ur yang baru

seorang analis

—

ewajiban membayar hutangnya.

@ ‘ ! njukkan perusahaan tersebut
memiliki kemampuan “
c. Capacity (kemampuan)

Seorang debitur yang mempunyai karakter atau watak baik selalu akan

memikirkan mengenai pembiayaan kembali hutangnya sesuai waktu yang

ditentukan. Untuk dapat memenuhi kewajiban pembayaran debitur harus
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memiliki kemampuan yang memadai yang berasal dari pendapatan pribadi

jika debitur perorangan atau pendapatan perusahaan bila debitur berbentuk

badan usaha.

‘ . emampuan debitur untuk
\

. Bagie gan' )

ila Apatan debitur. Apa

' p

harus mendapat

N deb ur memperoleh

benda tidak bergerak misalnya tanah, bangunan, mobil, motor, saham. Dan
jaminan yang bersifat inmateriil merupakan jaminan yang secara fisik tidak
dapat dikuasai langsung oleh bank misalnya jaminan pribadi (Borgtocht),

Garansi bank (Bank lain).
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Fungsi jaminan adalah guna memberikan hak dan kekuasaan kepada

bank untuk mendapatkan pelunasan dari barang-barang jaminan tersebut

bilamana debitur tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu yang telah

Bisnis hal. 138) mengemukakan bahwa kredit adalah meminjamkan benda
pada peminjam dengan kepercayaan, bahwa benda itu akan dikembalikan
dikemudian hari kepada pihak yang meminjamkan. Kemudian definisi

tersebut dikembangkan bahwa jenis kredit mencakup :
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a) Kredit berupa uang yang kemudian hari dikembalikan dalam bentuk
uang;

b) Kredit berupa uang yang kemudian hari dikembalikan dalam bentuk

kredit, ia

pihak yang

undang perbankan memberikan rumusan mengenai pengertian kredit. Kredit
adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan

28
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pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah

jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. (Gozali, 2012, p. 264)

Dari pengertian kredit tersebut maka elemen-elemen kredit adalah:

embalikan hutang
014, p. 96)
epada nasabahnya,

ditinjau dari segi

Pemberian kredit umumnya diikuti penyediaan jaminan oleh pemohon
kredit yang merupakan persyaratan mutlak yang harus ada untuk kepastian
hukum antara kedua belah pihak sehingga pemohon kredit yang tidak bisa

memberikan jaminan sulit untuk memperoleh kredit dari bank.
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Undang-Undang Pokok Perbankan yang lama Nomor 14 Tahun 1967
Pasal 24 Ayat 1 menegaskan bahwa, Bank umum tidak memberikan kredit tanpa

jaminan kepada siapapun. Berpedoman pada undang-undang ini jelas pemberian

karena ditentukan oleh undang-undang tidak perlu ada perjanjian antara kreditur
dengan debitur. Perwujudan dari jaminan yang lahir dari undang-undang ini
adalah Pasal 1131 KUH Perdata yang menentukan semua harta kekayaan debitur
baik benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang

akan ada menjadi jaminan seluruh hutangnya. (HS, 2016, p. 61)
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Apabila debitur tersebut secara otomatis menjadi jaminan atas
hutangnya, meskipun kreditur tidak meminta kepada debitur untuk menyediakan

jaminan harta debitur. Perjanjian yang lahir karena undang-undang ini akan

dung.dalam pemberian kredit adalah
\ O

Q%i"‘\'t..

sebagai berikut : (Kasmir,

1) Kepercayaan
Kepercayaan adalah suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa
kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar

diterima kembali di masa tertentu atau di masa datang. Kepercayaan ini
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diberikan oleh bank, karena dana dicairkan, sudah dilakukan penelitian dan
penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Penelitian dan penyelidikan

dilakukan untuk mengetahui kemauan dan kemampuannya dalam membayar

a waktu tertentu,

telah disepakati.

resiko yang disengaja maupun resiko yang tidak disengaja.
5) Balas Jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu
keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit

atas jasa tersebut atau yang dikenal dengan nama bunga bagi bank
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konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi serta

administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank.

Pinjam meminjam uang dalam kegiatan perbankan di Indonesia disebut

aratan antara lain,
juan penggunaan

kredit, suk J ;_ | dwal pelunasan dana

dengan yang diperjanjikan”.

Pada prinsipnya bank baru memutuskan untuk memberikan kredit apabila
bank telah memperoleh keyakinan tentang nasabahnya. Keyakinan tersebut

didasarkan atas hasil analisis yang mendalam tentang itikad baik nasabah dan
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kemampuan serta kesanggupan untuk membayar utangnya pada bank. Itikad baik

nasabah akan diperoleh bank dari data-data yang disampaikan oleh nasabah

dalam permohonan kreditnya.

pinjam pengganti adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan
kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis
karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan
mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

(Djumhana, 2000, p. 385)
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Perjanjian kredit membebankan hak dan kewajiban bagi para pihak
berkaitan dengan peminjaman uang disertai jaminan suatu benda dalam jangka

waktu tertentu sebagai akibat yang timbul dari dibuatnya perjanjian kredit

au pemufakatan
r sebagai pihak
n antara keduanya.
obligatoir) yang

m KUH Perdata.

b) Sebagai alat bukti mengenal batasan-batasan hak dan kewajiban diantara
debitur dan kreditur.

c) Sebagai alat untuk monitoring kredit

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok yang dibuat oleh pihak

bank secara baku. Maksudnya isi yang ada dalam perjanjian kredit seluruhnya
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ditentukan oleh pihak bank dan perjanjian pokok ini akan diikuti dengan
perjanjian tambahan yang berupa jaminan harta benda debitur seperti tanah yang

dapat digunakan oleh kreditur apabila debitur wanprestasi. Jika wanprestasi

a perjanjian utang
erjanjian  kredit .

reditur. Perjanjian

ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur
terhadap krediturnya.

Arti jaminan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 diberi
istilah agunan atau tanggungan, sedangkan jaminan menurut Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
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10 Tahun 1998, diberi arti lain, yaitu keyakinan atas itikad dan kemampuan serta

kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan

pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

-, dapat disimpulkan

khusus.

yang dapat menjadi jaminan utang dapat berupa apa saja, baik yang sudah
ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari.

Karena tidak ada pengikatan secara khusus dan meliputi seluruh harta
kekayaan debitur, jaminan kredit yang timbul karena undang-undang ini

juga menjadi jaminan bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya.
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Bila terhadap kekayaan debitur dilakukan penjualan, hasil dari penjualan
tersebut dibagi-bagi menurut keseimbangan sesuai besar kecilnya piutang

masing-masing, kecuali ada alasan-alasan yang sah bagi kreditur tertentu

bk akan jaminan berupa agunan

Q vang ai der uang, berkualitas tinggi, dan
et
mudah dicairkan, yang imal sebesar jumlah hutang yang
diberikan kepadanya.
Adapun kegunaan kebendaan jaminan tersebut, adalah untuk :

a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapat

pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cedera janji, yaitu untuk
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membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam

perjanjian;

b. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai

semakin menurun, atau dengan pendaftaran harga, dimana orang-orang yang
diundang atau sebelummnya sudah diberitahukan tentang pelelangan itu,
diberikan kesempatan kepadanya untuk membeli dengan jalan : menawar harga,

menyetujui harga atau dengan jalan pendaftaran.” (Soemitro, 1987, p. 153)
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Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016
tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang dimaksud dengan lelang adalah:

“Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran

gkat atau menurun untuk

1) Keterbukaan (transparency
Asas ini adalah asas yang membedakan cara penjualan dengan jual beli
lainnya, karena didahului dengan pengumuman secara terbuka mengenai
objek, kesempatan memeriksa objek oleh calon pembeli, pelaksanaan

lelang dilakukan terbuka untuk umum dengan persyaratan tertentu.
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2) Efisiensi (efficiency)
Proses penjualan barang dengan cara lelang lebih cepat, karena didahului

dengan pengumpulan peminat dan hal-hal yang terkandung dalam asas

N \ﬁjﬂgﬂhs ISLAN )
A

ui cara bersaing

artinya prestasi buruk. Untuk mengetahui tentang wanprestasi lebih mendalam, ada
baiknya kita mengenal dahulu apa yang dimaksud dengan prestasi, prestasi adalah
sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. (Kadir, 1990, p.

201) Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai
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melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian
yang dibuat antara kreditur dan debitur. (Saliman, 2004, p. 15)

Prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan.

mempe ’ ka ij 3 angnya kepada
kreditur. t ke ar K erdata, semua harta

kekayaan J ergera ng sudah ada maupun

yang akan ada

1.

2. ibatnya at diduga terlebi ulu bai bjektif, yaitu orang

atau orang lemah ingatan. (Masychoen, 2002, p. 37)
Bentuk-bentuk wanprestasi ada 4 macam vyaitu :

1. Tidak melakukan prestasi sama sekali

2. Melaksanakan prestasi akan tetapi hanya sebagian

3. Melaksanakan prestasi tetapi terlambat
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4. Melaksanakan prestasi tidak sebagaimana mestinya. (Admiral, 2008, p. 139)

Jika dilihat dari segi hukum, wanprestasi dapat timbul karena dua hal yaitu :

1. Kesengajaan, sudnya perbuatan itu memang diketahui atau dikehendaki

2 gkinan bahwa

’ g melakukannya

dan membawsa : ‘ : "gf' ak yang dirugikan

untuk men ak yang lakukan nberikan ganti rugi,

sehingga o ) dirugikan karena

wanprestasi 2rjanjian sesuai apa

yang telah d esuai dengan aturan
hukum yang

mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang

ditentukan”.
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Pasal 1243 KUH Perdata :
“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu

perjanjian barulah mulai diwajibkan apabila si debitur setelah dinyatakan lalai

L atau jika sesuatu yang

.@$ ‘ dilakukannya

pihak yang ab, akibat hukum
bagi pihak
1 KUH Perdata)
2.
3.
4 kim (Pasal 181 ayat
o
L
.fl"l.!" ah dengan tegas ditagih
janjinya, jika ia tetap ,&* yatakan lalai atau alpa dan
terhadap dia dapat diber aitu ganti rugi atau pembatalan

perjanjian dan peralihan resiko.
Bila terjadi wanprestasi hak-hak kreditur adalah sebagai berikut :
a. Hak menuntut pemenuhan perikatan.
b. Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal

balik, menuntut pembatalan perikatan (onbinding).
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c. Hak menuntut ganti rugi (schade vergoeding).
d. Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi.

e. Hak menuntut pemutusan dan pembatalan dengan ganti rugi. (Prayogo, 2016,

erta bunganya.

anya setelah jangka

apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan
lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus
dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Wanprestasi tidak selalu terjadi dengan sendirinya, terutama pada perikatan

yang tidak dengan ketentuan waktu, sehingga tidak ada kepastian kapan ia betul-betul
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wanprestasi. Jalan keluar untuk mendapatkan kapan debitur itu wanprestasi maka

undang-undang memberikan upaya hukum dengan suatu pernyataan lalai (in gebreek

stelling) , yang menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963
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BAB 111

HASIL PEMBAHASAN

an diatas, yang

mana sa Jan.erat denga erikats erjanjian antara para

prestasinya maka
itu menjadi alas 3 ih : : ] Jgatan, demikian juga

tidak terp er ; '_ 32 _' | 2nai Syarat sahnya suatu

penyelesaiannya membutuhkan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa tersebut,
sengketa secara khusus dalam perkara perdata ini adalah sengketa mengenai

wanprestasi/ingkar janji.
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Wanprestasi dalam Perkara Nomor 19/PDT.G/2015/PN PBR adalah pihak
tergugat tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan sebagaimana dalam Akta
Perjanjian Kredit Nomor 114 yang tertuang dalam Pasal 3. Il tentang persyaratan
khusus, yaitu _tergugat sebagai debitur..berjanji  akan. senantiasa memenuhi
kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman kredit (pokok dan bunga) tepat
waktu hingga kredit lunas, akantetapi tergugat hanya memenuhi kewajibannya untuk
membayar angsuran pinjaman kredit selama 7 (tujuh) bulan saja yaitu dari tanggal 26
April 2010 sampai dengan 26 Oktober 2010.

Tergugat telah melalaikan kewajibannya sejak bulan November 2010 untuk
membayar angsuran pinjaman kredit (pokok + bunga) sebesar Rp. 5.024.442,-/bulan.
Pihak Penggugat selaku Bank yang menyalurkan fasilitas. kredit tersebut telah
mengirimkan beberapa kali surat panggilan dan surat peringatan kepada Tergugat
dan isterinya agar dapat menyelesaikan tunggakan pembayaran sebelum Penggugat
(PT.Bank Yudha Bakti) melakukan penjualan terhadap jaminan/agunannya. Pihak
Penggugat menugaskan staff PT. Bank Yudha Bakti untuk datang langsung ketempat
tinggal Tergugat dan Isterinya menetap, akan tetapi pihak bank tidak dapat bertemu
dengan Tergugat dan isterinya eleh karena.menurut tetangga yang berada disekitar
tempat tinggal Tergugat, ternyata Tergugat dan isterinya telah pindah dan tidak
diketahui lagi keberadaannya,;

Hingga sampai pada posisi pertanggal 20 November 2014, Tergugat telah

menunggak selama 47 bulan dengan outstanding (pokok+bunga+denda) sebesar Rp.
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184.584.139,- (seratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu
seratus tiga puluh sembilan rupiah);

Bahwa Tergugat dan isteri Tergugat sampai dengan akan berakhirnya jangka
waktu kredit tidak diketahui-keberadaannya-dan proses penyelesaian SHM yang
telah membutuhkan waktu yang cukup lama telah menyebabkan kerugian bagi pihak
Penggugat oleh karena SHM-Namor: 10676 atas nama Desi Ahmad Yani (Isteri
Tergugat) tersebut belum dipasang/terikat dengan - Sertifikat Hak Tanggungan,
sehingga Penggugat sebagai Kreditur tidak dapat melaksanakan eksekusi lelang
jaminan melalui Badan Lelang (KPKNL), selain itu proses jual beli secara normal
juga tidak dapat dilakukan karena Tergugat dan isteri (pemilik jaminan) sampai saat
ini tidak diketahui keberadaannya;

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan :

“Apabila ~debitur rcedera janji, pemegang  hak+ tanggungan pertama

mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri

melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil
penjualan tersebut ” (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak

Tanggungan Atas Tanah Beserta. Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan

Tanah/UUHT);

Bahwa dalam hubungan perutangan dimana ada kewajiban untuk pemenuhan
prestasi dari debitur dan merupakan hak prestasi dari kreditur, hubungan hukum akan
lancar terlaksana jika masing-masing pihak memenuhi kewajibannya, namun dalam

hal perutangan yang sudah dapat ditagih (openbaar) jika debitur tidak memenuhi
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prestasi secara sukarela, kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan
piutangnya (hak verhaal, hak eksekusi) terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai
sebagai jaminan, akan tetapi sebelum hak pemenuhan Penggugat terpenuhi, Tergugat
dan Isteri Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga untuk melakukan
prosedur Sertifikat Hak Tanggungan atas jaminan Tergugat atas nama isterinya serta
untuk melakukan prosedur. .eksekusi lelang, melalui Badan Lelang (KPKNL),
sekarang Penggugat mengalami kesulitan, Penggugat telah berusaha untuk mencari
Tergugat dan Isteri Tergugat, akan tetapi sampai sekarang tidak ada hasilnya;
Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara perdata pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan gugatan, telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara tergugat, PT. Bank Yudha Bakti,
berdomisili di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 136 Pekanbaru Riau, yang diwakili
oleh Pimpinan Cabang bernama Wan Khairul Azmi, yang selanjutnya disebut
sebagai Penggugat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Hj. Yudis Paulina,
S.H.,M.H, Tri Anggara Putra,S.H..M.H dan Alfajri,S:H.,M.H, masing-masing
Advokat beralamat di Kantor Law Office Yudis Paulina, S.H.,M.H., & Associates
Jalan Keliling Maharani Residence Blok.B-Nomor 16, Bukit Barisan Pekanbaru,
Riau, Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 1431/YP.PDT/XI11/2014 tanggal 23
Desember 2014:
1. Yasril, dahulu berdomisili dan beralamat di Jalan Garuda Sakti RT/RW
001/007, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan Pekanbaru, Riau.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
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2. Desi Ahmad Yani (Isteri Tergugat), dahulu beralamat di Jalan Garuda Sakti
RT/RW 001/007, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan Pekanbaru,

namun sekarang tidak diketahui lagi diseluruh Indonesia, selanjutnya disebut

Setelah ‘me a berk ra urat yang bersangkutan dan
setelah mempe ; Ikti surat ngar kedua belah pihak

yang berperkara, bahv ala anggal 22 Januari 2015,

dengan jaminan berupa tanah dan bangunan beserta apa yang ada dan/atau akan ada
diatasnya seluas 223 M? yang terletak di Jalan Ikhlas Gg. Kelapa Il Nomor 33 RT
006/RW 008, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru, dengan

Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 590/232/SKGR/ST-VI11/2004, yang
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dikeluarkan oleh Kantor Camat Bukit Raya atas nama Sri Yunita, yang berbatasan
dengan:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Baharuddin Munte + 15 m

+15m

Isteri Tergugat
bersedia/menye nene an SKGR tersebut
menjadi Se ak Milik ata eri, Tergugat) yang oleh

pihak Penggugat segera melakukan proses pe ats ada kantor Badan

Pertanahan Nas canbaru dar -'.::. gugat memberikan fasilitas kredit
Personal Lo 200.000.000,- (dua
ratus juta ru d’ p. 5.024.442,- (lima
juta dua pulu -~ ah) dan jangka waktu

dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 114 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan
Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dariyun Efendi, S.H yang
beralamat di Jalan Gunung Papandayan/ Beringin Nomor 6 Harapan Raya Pekanbaru,

pada tanggal 24 Maret 2010;
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Setelah Akta Perjanjian Kredit Nomor 114 dibuat dan ditandatangani oleh
Penggugat dan Tergugat dihadapan Notaris pada tanggal 26 Maret 2010 pihak
Penggugat mencairkan dana fasilitas kredit Tergugat, sehingga sejak bulan April
2010 Tergugat mempunyal kewajiban membayar angsuran pinjaman kredit ( pokok +
bunga) yang diberikan oleh Penggugat tersebut sebesar Rp. 5.024.442.- (lima juta dua
puluh empat. ribu empat ratus|empats puluh. dua rupiah) per bulan dengan
menyetorkannya kepada PT. Bank Yudha Bakti;

Jaminan/agunan Tergugat yang semula berupa SKGR Nomor 590/232/SKGR/ST-
VI11/2004, tanggal 02 Agustus 2004 dan Nomor 363/BR/2004, tanggal 24 Agustus
atas nama Sri Yunita, telah meningkat menjadi jaminan/agunan Sertifikat Hak Milik
Nomor 10676.atas nama Desi Ahmad Yani yang terbit pada tanggal 17 Desember
2013, dengan Surat Ukur tanggal 12 Desember 2013 Nomor 00759/2013, luas 223
M? yang terletak di Kecamatan Bukit Raya, Kelurahan Simpang Tiga, Pekanbaru,
adapun proses pelaksanaan peningkatan SHM ini membutuhkan waktu yang lama
dimana salah satu kendalanya adalah mencari sempadan batas tanah-tanah
jaminan/agunan Tergugat tersebut;

Kemudian Tergugat tidak. melaksanakan  apa yang telah diperjanjikan
sebagaimana dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 114 yang tertuang dalam pasal
3.1l. tentang persyaratan khusus, yaitu Tergugat sebagai Debitur berjanji akan
senantiasa memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman (pokok +

bunga) tepat waktu hingga kredit lunas, akan tetapi Tergugat hanya memenuhi
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kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman kredit selama 7 (tujuh) bulan saja
yaitu dari tanggal 26 April 2010 s/d 26 Oktober 2010;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis

Hakim Pengadil n mengadili perkara ini
untuk m

1.

2. Me a U/SPK/I11/2010

Tergugat dengan
A rupiah), dengan
a juta dua puluh

ngka waktu kredit

ARALNANAL

bangunan beserta

% % tanggal 24 Agustus 2004,
yang dikeluarkan o ‘ at E Raya atas nama Sri Yunita, yang
berbatasan dengan:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Baharuddin Munte + 15 m
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hadi Wijaya + 15 m

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nuremawati + 15m
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- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Drs. Arifuddin Salam + 15 m

Yang kemudian ditingkatkan sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor

10676 atas nama Desi Ahmad Yani (isteri Tergugat), Surat Ukur tanggal 12

dapat segera melaksanakan prosedur Sertifikat Hak Tanggungan pada Kantor
Badan Pertanahan Negara dan melakukan prosedur pelaksanaan lelang
melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru

atas jaminan/agunan Tergugat yaitu SHM Nomor 10676 atas nama Desi
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Ahmad Yani (isteri Tergugat) sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 1996
tentang Hak Tanggungan.

8. Menyatakan bahwa Tergugat sebagai Debitur dan isteri Tergugat (Desi

ebagai Kreditur untuk

.bé‘ edit Sertifikat

10. h perkara yang timbul dalam

Berdasarkan Pasal 04 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada pokoknya menyatakan terkecuali untuk
perkara perdata tertentu maka terhadap seluruh perkara perdata yang diajukan ke

Pengadilan Negeri harus ditempuh lebih dahulu mediasi kepada kedua belah pihak.
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Tergugat dan Turut Tergugat 1 tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan
yang sah meskipun telah dipanggil secara patut, maka mediasi dalam perkara ini tidak

dapat dilaksanakan. Oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan

AL
U
c
=
=4
C
-~
c
=
S
QD
-1
(@]
(@]
L

223 M? atas nama

3 berdasarkan Surat

A T Y

atas nama Desi Ahmad Yani diterbitkan berdasarkan bukti penguasaan tanah
berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Lurah Simpang Tiga Nomor
296/ST/XI11/2010 tanggal 17 Desember 2010/Reg. Camat Bukit Raya Nomor

535/BR/2010 tanggal 20 Desember 2010 atas nama Desi Ahmad Yani.
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4. Bahwa Penggugat telah lalai, seharusnya Penggugat sudah menyiapkan Surat
Kuasa untuk Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dari Tergugat yang

memberi kuasa kepada Penggugat untuk memasang Hak Tanggungan pada

Pengadilan Negeri

Hak Milik Nomor

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberi

putusan sebagai berikut:

- Memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual bidang tanah Hak Milik
Nomor 10676 Kelurahan Simpang Tiga Surat Ukur tanggal 12 Desember

2013 Nomor 759/Simpang Tiga/2013 luas 223 M? atas nama Desi Ahmad
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Yani dan menandatangani Akta Jual Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta
Tanah.

- Menetapkan hasil penjualan bidang tanah Hak Milik Nomor 10676 Kelurahan

surat gugatannya
penyebutan Turut
pat, karena tidak

aitkan Kementerian

iy disay yejepe il udwnyo(]
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dari Turut Tergugat Ill. Oleh karena itu Turut Tergugat Il tidak berkualitas
untuk dituntut di muka pengadilan jika tidak dikaitkan dengan Badan Hukum
Induk dan instansi atasannya.

b. Bahwa Turut Tergugat 111 bukanlah merupakan suatu Badan Hukum yang berdiri

sendiri, melainkan badan yang merupakan bagian dari Badan Hukum yang
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disebut Negara dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus
bertanggung jawab kepada instansi atasannya dimana penyebutan tata urutan dan
hierarki Turut Tergugat Il berdasarkan struktur organisasi yang benar adalah
Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Keuangan Republik Indonesia
cq Direktoral Jenderal Kekayaan Negara cg Kantor Wilayah DJKN Riau,
Sumatera Barat dan Kepulauan Rialr:cqsKantor Pelayanan Negara dan Lelang
Pekanbaru, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95
Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan
Departemen  Keuangan dan Peraturan ..Menteri Keuangan  Nomor
100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan,
maka jika terjadi tuntutan juga harus dikaitkan dengan unit atasannya tersebut.
Oleh karena itu Turut Tergugat I1l tidak berkualitas untuk dapat dituntut dalam
perkara perdata di muka pengadilan umum jika tidak dikaitkan dengan badan
hukum induknya atau instansi atasannya.

Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Turut Tergugat Il diatas, maka
penyebutan identitas Turut Tergugat Il dalam gugatan Penggugat yang ditujukan
kepada Turut Tergugat Il .tanpa. dikaitkan dengan badan hukum induk dan
instansi atasannya tersebut adalah keliru dan kurang tepat yang mengakibatkan
gugatan Penggugat mengandung kesalahan formil, maka demi menjaga tertib
hukum beracara sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatan yang

harus diajukan kepada Pemerintah Pusat, maka gugatan aquo sepanjang dikaitkan
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dengan penyebutan identitas Turut Tergugat Il sudah seharusnya dinyatakan
tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard).

Bahwa Penggugat telah keliru menyatakan Turut Tergugat Ill sebagai pihak
dalam perkara aquo mengingat tidak terdapatnya hubungan hukum antara Turut
Tergugat 111 dengan Penggugat serta para pihak lain dalam perkara aquo.

Bahwa jika benar (quod.noon) apa yang;disampaikan Penggugat dalam posita-
posita dalam gugatannya maka Turut Tergugat™ Ill berpendapat bahwa latar
persengketaan dalam perkara aquo adalah perbuatan-perbuatan hukum antara
Penggugat dan Tergugat yang sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian hutang
piutang, yang mana Penggugat berkedudukan sebagai pemberi pinjaman
(kreditur),~dan Tergugat berkedudukan sebagai penerima pinjaman (debitur)
disertai dengan jaminan hutang berupa tanah dan bangunan. Sedangkan Turut
Tergugat I sampai dengan gugatan ini diajukan tidak terdapat perbuatan hukum
dalam kaitannya terhadap perikatan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat.
Bahwa dalam hal jaminan hutang tidak diikat suatu Hak Tanggungan dan debitur
wanprestasi dalam. penyelesaian hutangnya. maka jika terhadap jaminan
hutangnya tidak terjadi- kesepakatan .untuk penjualan dibawah tangan maka
terhadap jaminan hutang tersebut haruslah dilakukan penjualan umum melalui
putusan eksekusi Pengadilan Negeri.

Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa Turut Tergugat 11l yang dalam hal tugas
dan fungsinya sebagai pelaksana lelang tidak memiliki keterkaitan oleh karena

belum melakukan perbuatan hukum dalam perkara aquo.
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h. Bahwa dengan demikian Turut Tergugat Il tidak layak disertakan sebagai pihak
dalam perkara aquo dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara
untuk mengeluarkan Turut Tergugat 111 sebagai pihak dalam perkara aquo.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Turut Tergugat Il mohon dengan hormat

kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan

dengan amar sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Turut Tergugat I11.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atas jawaban dari Turut Tergugat Il dan Turut Tergugat Ill tersebut,
kemudian Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 18 Maret
2015, kemudian Turut Tergugat Il dan Turut Tergugat 1 tidak mengajukan duplik.

Untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti
surat berupa foto copy yang:telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan
dengan aslinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 kecuali bukti bertanda P-4
P-5 P-8, dan P-9 tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan.

Dan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat Il juga telah
mengajukan bukti-bukti surat berupa foto.cepy surat yang telah dibubuhi materai
secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda TT-1 sampai
dengan TT-3.

Para pihak tidak mengajukan kesimpulan/konklusi dalam perkara ini pada
akhirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat Il dan Kuasa Turut Tergugat 11

tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan.
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Dari uraian perkara Nomor 19/PDT.G/2015/PN PBR diatas penulis
menyimpulkan bahwa posisi kasus yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini
adalah bahwa pada tanggal 22 Maret 2010 antara penggugat dan tergugat telah
membuat dan _menandatangani.Surat Persetujuan. Kredit Nomor 370/BYB-
PKU/SPK/111/2010, dengan jaminan berupa tanah dan bangunan beserta apa yang
dan/atau akan ada diatasnya. setuas’ 2235M3 ,Pada tanggal 26 Maret 2010 pihak
penggugat mencairkan dana fasilitas kredit tergugat, sehingga sejak bulan April 2010
tequgat mempunyai kewajiban membayar angsuran pinjaman- kredit (pokok dan
bunga) sebesar.Rp. 5.024.442,- (lima juta dua puluh-empat ribu empat ratus empat
puluh dua ribu rupiah).

Namun~ Tergugat telah melalaikan kewajibannya/wanprestasi sejak bulan
November 2010 untuk membayar angsuran pinjaman kredit, tergugat hanya
membayar angsuran pinjaman_kreditnya selama+7 bulan saja sedangkan terhitung
sampai pada posisi tanggal 20 November 2014 tergugat telah menunggak selama 47
bulan dengan outstanding (pokok+bunga+denda) sebesar Rp. 184.584.139,- (seratus
delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat seratus tiga puluh sembilan
rupiah).

Pihak bank selaku penggugat telah beberapa kali mengirimkan surat panggilan
dan surat peringatan namun tidak pernah ditanggapi, dan sampai dengan akan
berakhirnya jangka waktu kredit tergugat dan isteri tergugat tidak diketahui lagi
keberadaannya dan proses penyelesaian SHM yang telah membutuhkan waktu yang

cukup lama telah menyebabkan kerugian bagi pihak penggugat oleh karena atas
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jaminan/agunan kredit tergugat sebagai debitur berupa SHM Nomor 10676 atas nama
Desi Ahmad Yani (isteri tergugat) tersebut ternyata belum dipasang/terikat dengan
Sertifikat Hak Tanggungan, sehingga Penggugat sebagai kreditur tidak dapat
melaksanakan eksekusi lelang-jaminan melalui Badan Lelang (KPKNL), selain itu
proses jual beli secara normal juga tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat dan
isteri tergugat (pemilik jaminan) sampai saat ini.tidak diketahui lagi keberadaannya.
Perkara ini mengingatkan kita pentingnya untuk memenuhi prestasi dan tidak
melalaikan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati kedua belah pihak dalam

perjanjian kredit agar tidak menjadi masalah/sengketa dikemudian hari.

B. Pertimbangan Hakim

Seperti yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya pada dasarmya
pokok gugatan dalam perkara ini adalah Perkara wanprestasi, yaitu Tergugat telah
melalaikan kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman kredit.

Pengakhiran suatu perkara yang telah diserahkan kepada pengadilan untuk
menyelesaikannya dan selalu diakhiri dengan keputusan, akan tetapi putusan dari
persidangan atau putusan hakim bukanlah satu-satunya bentuk untuk menyelesaikan
perkara, karena selain putusan hakim masih terdapat penetapan sebagai salah satu
pengakhiran perkara. Putusan merupakan suatu pernyataan oleh hakim, sebagali
pejabat Negara yang diberi kewenangan untuk itu, diucapkan dalam persidangan
bertujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara

para pihak. (Mertokusumo, 2003, p. 202)
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Dalam hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formal, yaitu
kebenaran berdasarkan anggapan dari para pihak yang berperkara. Hal ini disebabkan
oleh karena bahwa dalam hukum acara perdata itu yang dicari adalah kebenaran
terhadap sesuatu.hal yang diminta oleh para-pihak yang bersengketa. Jadi, luasnya
perkara itu bergantung kepada para pihak. (Samudera, 2004, pp. 32-33)

Hakim wajib mengadili-segala bagian dari tuntutan penggugat (Pasal 178 HIR
Ayat (2) / Pasal 189 Ayat (2) RBG) sedangkan Pasal 178 Ayat (3) HIR / Pasal 189
Ayat (3) menyatakan bahwa hakim dilarang memberi putusan tentang hal-hal yang
tidak dituntut atau meluluskan lebih dari pada yang dituntut. Larangan ini disebut
Ultra petitum partium. (Soepomo, 2004, p. 92)

Majelis** Hakim yang memeriksa dan  mengadili perkara Nomor
19/PDT.G/2015/PN PBR sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu majelis
hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum terhadap tiap-tiap bagian dan
dalil dari masing-masing pihak yang berperkara, pertimbangan-pertimbangan hukum
tersebut diberikan dengan tujuan bahwa putusan yang dijatuhkan akan mempunyai
nilai obyektif bagi para pihak sebagai subjek hukum pencari keadilan karena semua
putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk
mengadili (Pasal 25 UU Nomor 4 Tahun 2004) 184 Ayat (1), 319 HIR, 195, 618
RBG). Alasan-alasan tersebut dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim
daripada putusannya terhadap masyarakat, para pihak yang berperkara, pengadilan

yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga oleh karenanya memiliki nilai yang
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subyektif . Atas alasan-alasan itulah putusan mempunyai wibawa dan bukan
sembarang hakim dan bukan pula hakim tertentu yang memutuskannya.

Pertimbangan-pertimbangan atau disebut juga considerans merupakan dasar
putusan. Pertimbangan dalam. putusan _hakim terdiri »atas dua bagian yaitu
pertimbangan tentang duduk perkara harus dikemukakan oleh para pihak yang
bersengketa, dan yang kedua pertimbangan: tentang hukumnya adalah urusan hakim.

Terjadinya alasan pengajuan gugatan wanprestasi pada Perkara Perdata
Nomor 19/PDT.G/2015/PN PBR adalah mengenai perjanjian- Penggugat dengan
Tergugat yang tertuang dalam Surat Persetujuan Kredit Nomor 370/BYB-
PKU/SPK/I11/2010 tanggal 22 Maret 2010 sebesar Rp..200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah) dengan-jaminan berupa tanah dan bangunan seluas 223 M? yang terletak di
Jalan Ikhlas Gang Kelapa 1l Nomor 33 RT 006 RW 008 Kelurahan Simpang Tiga,
Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru, dengan Surat Keterangan-Ganti Kerugian Nomor
590/232/SKGRIST-V111/2004 tanggal 02 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Lurah
Simpang Tiga dan Nomor 363/BR/2004 tanggal 24 Agustus 2004 yang dikeluarkan
oleh Camat Bukit Raya atas nama Sri Yunita dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Baharuddin Munte + 15 m

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hadi Wijaya + 15 m

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nuremawati + 15m

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Drs. Arifuddin Salam + 15 m
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Dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 5.024.442,- (lima juta dua puluh empat ribu
empat ratus empat puluh dua rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan sehingga berakhir
pada tanggal 26 Maret 2015 dan perjanjian tersebut tertuang dalam Akta Perjanjian
Kredit Nomor 114 tanggal 25.Maret 2010,.akan tetapi Tergugat hanya melunasi
kredit selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak 26 April 2010 sampai dengan 26
Oktober 2010.sehingga Tergugat-dan' Furut/Tergugat 1 telah cedera janji/wanprestasi
dari Penggugat.

Namun  Turut Tergugat 2 membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan
menyatakan bahwa Penggugat telah lalai seharusnya Penggugat sudah menyiapkan
Surat Kuasa untuk Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dari Tergugat untuk
memasang Hak Tanggungan atas Hak Milik Nomor 10676 Kelurahan Simpang Tiga
Surat ukur tanggal 12 Desember 2013 Nomor 759/Simpang Tiga/2013 luas 223 M?
atas nama Desi:/Ahmad Y ani-sebagai pelunasan Kredit yang diterima oleh Tergugat.

Dan Turut Tergugat 3 juga telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat
dan menyatakan bahwa Penggugat telah salah menyebut kedudukan Turut Tergugat 3
karena tidak menyebutkan hierarki secara benar dengan mengaitkan Kementerian
Keuangan Republik Indonesia sebagai Badan Hukum Instansi tertinggi atas Turut
Tergugat 3 dan Penggugat keliru menarik Turut Tergugat 3 sebagai pihak dalam
perkara aquo karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut

Tergugat 3 sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

67



Oleh karena Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 telah membantah dalil-
dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat diwajibkan terlebih dahulu untuk
membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Dalam hukum acara perdata hakim..bersifat pasif;. yaitu hakim memutus
perkara semata-mata berdasarkan hal-hal yang dianggap benar oleh pihak-pihak yang
berperkara dan berdasarkan bukti-bukti yang mereka bawa dalam sidang pengadilan.
Jadi hakim tidak mencampuri terhadap hak-hak individu yang dilanggar, selama
orang yang dirugikan tidak melakukan penuntutan di pengadilan.

Untuk menguatkan gugatan Penggugat demi meyakinkan Hakim dalam
memberi pertimbangan hukumnya, maka pada pelaksanaan proses persidangan,
hakim memeriksa keterangan Penggugat berikut dalil-dalilnya, dan alat bukti baik
berupa bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan dalam gugatan
persidangan yaitu : Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1
sampai P-9 berupa foto copy surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah
disesuaikan dengan aslinya sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti
surat kecuali bukti bertanda P-4, P-5, P-8, dan P-9 yang tidak diperllihatkan aslinya di
persidangan dan tidak mengajukan saksi.

Untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Turut Tergugat 2 telah mengajukan
bukti-bukti surat bertanda T.T-1 sampai dengan T.T.3 berupa foto copy surat yang
telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga
secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat dan tidak mengajukan saksi.

Turut Tergugat 3 tidak mengajukan bukti-bukti dalam perkara ini.
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Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang
berperkara, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan

hukum untuk dikabulkan atau sebaliknya apakah gugatan Penggugat dinyatakan

ditolak.

Penggug : pahwa ! lah melakukan
perbuatan era janji/wanpre 1 asi ﬂ pinjaman kredit

yang diteri

(wanprestas
1.

2.

Akan tetapi, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut apakah Tergugat dan
Turut Tergugat telah melakukan perbuatan cedera janji (wanprestasi), terlebih dahulu
dipertimbangkan apakah Penggugat selaku Perseroan Terbatas mempunyai legal
standing untuk mengajukan gugatan in casu dan apakah telah terjadi hubungan

hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat.
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Sesuai dengan bukti bertanda P-1 berupa Akta Perjanjian Kredit Nomor 114
tanggal 24 Maret 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah ternyata bahwa
Penggugat selaku Badan Hukum Perseroan Terbatas telah mendapat pengesahan dari
Menteri Kehakiman Republik-lndonesia, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal
21 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sebagaimana ketentuan-Pasal\t Angka,5 UU Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan
bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan,
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam
maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus' Nomor 1431/YP.Pdt/X11/2014
dihubungkan dengan bukti P-1 tersebut telah diperoleh bahwa Wan Khairul Azmi
selaku Pimpinan Cabang di, Pekanbaru yang memimpin Direksi, telah mewakili
Penggugat untuk-mengajukan perkara in casu ke Pengadilan Negeri Pekanbaru,
sehingga dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan
perkara in casu.

Jika dilihat dari bukti bertanda P-1 telah diperoleh fakta bahwa Tergugat atas
persetujuan Turut Tergugat 1 telah berhutang kepada Penggugat dengan jenis
Pinjaman Kredit Personal Loan untuk pembelian rumah sebesar Rp. 200.000.000,-
(dua ratus juta rupiah) dengan jaminan berupa tanah dan bangunan seluas 223 M?
yang terletak di Jalan Ikhlas Gang Kelapa Il Nomor 33 RT 006 RW 008 Kelurahan

Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru, dengan Surat Keterangan Ganti
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Kerugian Nomor 590/232/SKGR/ST-VI111/2004 tanggal 02 Agustus 2004 yang
dikeluarkan oleh Lurah Simpang Tiga dan Nomor 363/BR/2004 tanggal 24 Agustus
2004 yang dikeluarkan oleh Camat Bukit Raya atas nama Sri Yunita dengan batas-

batas:

¢

L\ \ g

m +15m

L

Kredit Nomor 114
tanggal 24 a persen) pertahun

yang diperh ayaran selama 120

aRAkaa

(seratus du edit dimaksud telah

P-3 dan besarnya angsuran pokok dan bunga adalah sebesar Rp. 5.024.442,- (lima
juta dua puluh empat ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) setiap bulan dan

didebet setiap tanggal 24 bulan berjalan.
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Sebagai tindak lanjut dari Akta Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan
Tergugat, kemudian Surat Keterangan ganti Kerugian Nomor 590/232/SKGR/ST-
VII1/2004 tanggal 24 Agustus 2004 sebagai jaminan pinjaman Tergugat, telah
ditingkatkan haknya menjadi.. Sertifikat _Hak  Milik Nomor 10676 tanggal 17
Desember 2013 atas nama Desi Ahmad Yani (Turut Tergugat 1) Surat Ukur Nomor
759/Simpang Tiga/2013 tanggal=12 Desember ;2013 bertanda P-2 yang bersesuaian
dengan bukti bertanda T.T-1 dan T.T-2.

Terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 10676 tanggal 17 Desember 2013
sebelum diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan pinjaman Tergugat telah mengalami
kemacetan sebagaimana dalam bukti P-4 meskipun hanya foto copy akan tetapi
karena tidak ada bantahan maka dapat dipertimbangkan sebagai-alat bukti surat.

Oleh karena fasilitas kredit personal atas Tergugat telah mengalami
kemacetan/tunggakan, kemudian Penggugat mengirimkan surat panggilan I, 11 dan 111
kepada Tergugat dan Turut Tergugat 1 bukti bertanda P-5 akan tetapi Tergugat dan
Turut Tergugat 1 yang merupakan Isteri Tergugat sampai persidangan perkara tidak
menghadiri panggilan  Penggugat dan juga tidak< menghiraukan perkara dari
Penggugat.

Oleh karena pinjaman Tergugat telah mengalami kemacetan/tunggakan
dimana Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan
dan Tergugat maupun Turut Tergugat 1 tidak menghiraukan panggilan dan
peringatan dari Penggugat, maka Tergugat dan Turut Tergugat 1 dapat dikategorikan

sebagai perbuatan cedera janji/wanprestasi.
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Oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat 1 melakukan perbuatan cedera
janji/wanprestasi, maka kepada Penggugat diberikan kewenangan untuk melakukan
penjualan dimuka umum terhadap jaminan pinjaman Tergugat berupa tanah dan
bangunan yang tertera di" Sertifikat Hak Milik-Nomor 10676 tanggal 17 Desember
2013 atas nama Desi Ahmad Yani (Turut Tergugat 1).

Terhadap Serifikat Hak-Milik'Nomor 10676 tanggal 17 Desember 2013 belum
diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan sementara Tergugat dan Turut Tergugat 1
tidak diketahui lagi keberadaannya dan sampai persidangan perkara in casu Tergugat
dan Turut Tergugat 1 tidak pernah hadir dipersidangan, maka agar Penggugat dapat
melakukan penjualan di muka umum terhadap jaminan pinjaman Tergugat in casu
sebagaimana yang diperkuat dengan Turut Tergugat 2 dalam-jawabannya, terlebih
dahulu harus ada kuasa dari Turut Tergugat 1 yang menyatakan hal tersebut agar
Turut Tergugat 2 dapat menimbulkan Sertifikat Hak Tanggungan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas
dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat, maka akan dipertimbangkan apakah
seluruh petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak.

Agar gugatan sah, dalam. arti “tidak mengandung cacat formil, harus
mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa
deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa
saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan

kepada tergugat. Dengan kata lain petitum gugatan, berisi tuntutan atau permintaan
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kepada pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak penggugat atau
hukuman kepada tergugat atau kepada kedua belah pihak.

Bahwa petitum gugatan pada poin 2 yang menyatakan Surat Persetujuan
Kredit antara Penggugat dan Tergugat Nomor370/BYS-PKU/SPK/I11/2010 tanggal
22 Maret 2010 dan petitum pada poin 3 yang menyatakan Akta Perjanjian Kredit
Nomor 114 tanggal 24 Maret=2010:adalah sah dan berkekuatan hukum, dapat
dikabulkan karena sebagaimana yang dipertimbangkan diatas bahwa persetujuan
kredit antara antara Penggugat dan Tergugat telah terlaksana, dimana Tergugat telah
menerima pinjaman dari Penggugat dan Penggugat telah menguasai jaminan/agunan
pinjaman Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam_Sertifikat Hak Milik Nomor
10676 atas nama Desi Ahmad Yani (Turut Tergugat 1/Isteri Tergugat).

Bahwa petitum gugatan pada poin 4 yang menyatakan bukti-bukti yang
diajukan Penggugat sah dan-berharga, petitum gugatan pada poin 5 yang menyatakan
Tergugat dan isteri Tergugat telah cedera janji/wanprestasi serta petitum pada poin 6
yang menyatakan Penggugat adalah kreditur yang beritikad baik, dapat dikabulkan
karena sebagaimana yang dipertimbangkan semula bahwa berdasarkan bukti-bukti
yang diajukan oleh Penggugat dan didukung.dengan bukti-bukti yang diajukan oleh
Turut Tergugat 2 bahwa Tergugat Kredit antara Penggugat dan Tergugat telah
dinyatakan sah dan Tergugat telah dinyatakan cedera janji/ wanprestasi karena tidak
melakukan seluruh prestasi yang telah diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat

meskipun Penggugat selaku bank telah mengirimkan beberapa kali surat peringatan
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dan panggilan akan tetapi Tergugat dan Turut Tergugat 1 yang merupakan isteri
Tergugat tidak menghiraukannya.

Mengenai petitum gugatan poin 7, poin 8 dan poin 9 yang pada pokoknya
menyatakan agar< kepada Penggugat sebagai  kreditur wdiberikan kuasa untuk
melaksanakan prosedur Sertifikat Hak Tanggungan dan memperoleh Sertifikat Hak
Tanggungan pada Kantor Badan: Pertanahan ;Nasional dan prosedur pelaksanaan
lelang untuk pemenuhan. piutangnya dari Tergugat melalui Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) haruslah dinyatakan ditolak karena
Pengadilan Negeri tidak mempunyai hak atas kewenangan untuk memberi kuasa
kepada Penggugat untuk hal tersebut karena yang mempunyai hak atau kewenangan
memberikan kuasa kepada Penggugat adalah Turut Tergugat 1 sebagai pemilik
jaminan tersebut yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 10676 tanggal 17
Desember 2013 atas pinjaman Tergugat kepada Penggugat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas,
Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan
Penggugat telah dikabulkan untuk sebahagian, sementara Tergugat dianggap tidak
mau mempertahankan kepentingannya Kkarena tidak pernah hadir di persidangan
meskipun telah dipanggil secara patut.

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan untuk
sebahagian, maka Tergugat yang berada dipihak yang kalah dihukum untuk
membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana

ditentukan dalam amar putusan.
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Mengingat pasal-pasal dari 189 Rbg/176 HIR dan Kitab Undang-undang
Perdata serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Setelah memeriksa keterangan para pemohon berikut dalil-dalilnya, dan alat
bukti berupa bukti surat, Hakim kemudian-memberikan._ pertimbangan hukum.
Berdasarkan Pasal 184 HIR, 195 Rbg mengharuskan setiap putusan.harus memuat
ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban,alasan dan dasar dari putusan, pasal-
pasal serta hukum tidak tertulis pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya
para pihak pada waktu putusan diucapkan oleh hakim. (Mertokusumo, 2003, p. 224).
Adapun uraian. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara
wanprestasi dalam perkara perdata Nomor 19/PDT.G/2015/PN PBR, antara lain yaitu

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian .

2. Menyatakan Surat Persetujuan Kredit Nomor 370/BYB-PKU/SPK/I11/2010
tanggal 22 Maret 2040 untuk fasilitas Kredit PersonalLoan Tergugat dengan
plafon kredit sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan
angsuran perbulan (pokok + bunga) Rp. 5.024.442,- (lima juta dua puluh
empat ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) dalam jangka waktu kredit
selama 60 (enam puluh) bulan, dengan jaminan berupa tanah dan bangunan
beserta apa yang ada dan/atau akan ada diatasnya seluas 223 M? yang terletak
di Jalan Ikhlas Gg.Kelapa Il Nomor 33 RT 006/RW 008, Kelurahan Simpang
Tiga, Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru, dengan Surat Keterangan Ganti
Kerugian Nomor 590/232/SKGR/ST-VI11/2004, yang dikeluarkan oleh

Kantor Camat Bukit Raya atas nama Sri Yunita, yang berbatasan dengan:
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- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Baharuddin Munte + 15 m

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hadi Wijaya + 15 m

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nuremawati + 15m

. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya.

. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam

perkara ini yang hingga hari ini ditaksir sebesar Rp. 1.641.000,- (satu juta

enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).
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Diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Pekanbaru pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2015 oleh Dahlia Panjaitan, S.H.,
sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Isnurul S. Arif, S.H.,M.Hum dan Efendi, S.H.
masing-masing sebagal Hakim-Anggota yang.ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua
Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 19/PDT.G/2015/PN PBR tanggal 26 Januari
2015, putusan mana pada hari:Selasa;Stanggal 19 Mei 2015 diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Ketua Hakim tersebut dengan
didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Erlina Bahri, Sm.Hk. sebagai
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanpa oleh kedua belah pihak
yang berperkara.

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim diatas menurut penulis sudah sesuai
dengan pertimbangan pada umumnya, dimana hakim sebelum memeriksa gugatan
memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mempertahankan gugatannya
demikian pula ‘kepada Tergugat telah diberikan juga kesempatan untuk
mempertahankan bantahannya.

Melalui banyak pertimbangan dan keterangan di atas dapat penulis simpulkan
bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penggugat tidak seluruhnya dikabulkan karena
ada sebagian yang ditolak oleh majelis hakim, seperti yang pada pokoknya
menyatakan agar kepada Penggugat sebagai kreditur diberikan kuasa untuk
melaksanakan prosedur Sertifikat Hak Tanggungan dan memperoleh Sertifikat Hak
Tanggungan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional dan prosedur pelaksanaan

lelang untuk pemenuhan piutangnya dari Tergugat melalui Kantor Pelayanan
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Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) karena Pengadilan Negeri tidak mempunyai
hak atas kewenangan untuk memberi kuasa kepada Penggugat untuk hal tersebut

karena yang mempunyai hak atau kewenangan memberikan kuasa kepada Penggugat

asas-asas Vi ‘ uhi dalz : ' perdata adalah sebagai

berikut : (

Dapat diketahui Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam
memutuskan Perkara Perdata Nomor 19/PDT.G/2015/PN PBR adalah melalui banyak
pertimbangan, serangkaian proses pembuktian dan pandangan sesuai dengan

peraturan-peraturan yang berlaku. Dalam perkara ini diketahui peran putusan hakim

dalam penyelesaian suatu sengketa, karena pada akhirnya suatu proses peradilan akan
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diakhiri dengan suatu putusan hakim atau vonis. (Subekti, Hukum Acara Perdata,
1989, p. 110)

Berdasarkan Perkara Perdata Nomor 19/PDT.G/2015/PN PBR dikaitkan

bahwa wanprestasi yang

S,

permasalahan b ] ak : ' an dalam perjanjian
sebagaimana ya al aka ) ' rperkara, dimana pihak
Tergugat disin { : jat, sehingg an pihak Penggugat

untuk melak
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BAB IV

PENUTUP

karena SHM Nomor 10676 atas nama Desi Ahmad Yani (Isteri Tergugat)

tersebut ternyata belum dipasang/terikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan,
sehingga Penggugat sebagai Kreditur tidak dapat melaksanakan eksekusi

lelang jaminan melalui Badan Lelang (KPKNL), selain itu proses jual beli
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secara normal juga tidak dapat dilakukan karena Tergugat dan isteri (pemilik
jaminan) sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;

2. Pertimbangan Hakim dalam perkara ini adalah mengabulkan gugatan

1. Pada perkara Nomor 19/PDT.G/2015/PN PBR mengenai perjanjian kredit
hendaknya sebelum melakukan perjanjian kredit Bank diharapkan terlebih
dahulu meneliti dan mendalami latar belakang debitur dan keadaan

ekonominya, serta apa alasan debitur saat peminjaman kredit, oleh karena itu

persyaratan yang diajukan dalam permohonan kredit dapat lebih diperjelas

82



dan lebih mengikat lagi agar disaat proses kredit berlangsung debitur dapat

melaksanakan kewajibannya dengan baik, sehingga dapat mengurangi

dampak terjadinya wanprestasi dikemudian hari.

2. Pertimbang am dili perkara ini menurut

‘ ‘\!‘l“‘ .@a annya, Hakim
. ! @gmpﬁw ' ditolak karena

=

\!!‘é
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